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ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam memastikan peraturan
yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan
Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera
Utara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe
deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada model Edward III
yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 di
Kantor Kelurahan Tapian Nauli II belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat
dari masih ditemukannya pelanggaran disiplin, seperti ketidaktepatan waktu
kehadiran dan ketidakpatuhan terhadap jam kerja. Faktor penghambat utama dalam
implementasi kebijakan ini antara lain rendahnya kesadaran disiplin pegawali,
lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya pendukung. Oleh karena itu,
diperlukan upaya peningkatan pembinaan, pengawasan yang konsisten, serta
penegakan sanksi secara tegas guna meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.

Kata kunci: implementasi, peraturan, disiplin, Tapian, Nauli

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

. Document Accepted 23/7/26
1

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meﬂacrcle%gel?rom (renository uma acid)23 /7 /76



Ilma Aptriyani Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ....

ABSTRACT

Policy implementation is a crucial stage in ensuring that established regulations
are effectively enforced and produce tangible outcomes. This study aims to analyze
the implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning the
Discipline of Civil Servants at the Tapian Nauli Il Village Office, Tapian Nauli
District, Central Tapanuli Regency, North Sumatra, as well as to identify the factors
that hinder its implementation. This research employs a qualitative approach with
a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and
documentation. The analysis of policy implementation refers to Edward I1l’s model,
which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.
The results of the study indicate that the implementation of Government Regulation
Number 94 of 2021 at the Tapian Nauli 11 Village Office has not been fully optimal.
This is evidenced by the persistence of disciplinary violations, such as tardiness and
noncompliance with official working hours. The main inhibiting factors include low
disciplinary awareness among employees, weak supervision, and limited
supporting resources. Therefore, efforts to strengthen guidance, conduct consistent
supervision, and enforce disciplinary sanctions firmly are necessary to improve the
discipline and performance of civil servants in order to achieve more effective and
optimal public services.

Keywords: implementation, regulations, discipline, Tapian, Nauli
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan tahap penting dalam keseluruhan proses
perumusan kebijakan. Tanpa adanya implentasi, kebijakan yang telah dibuat akan
menjadi sia-sia. Oleh karena itu, program kebijakan perlu diimplementasikan
dengan baik agar mampu memberikan dampak nyata serta mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Setiap kebijakan harus di implementasikan dengan baik agar
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Implementasi pada
dasarnya berarti suatu tindakan nyata untuk melaksanakan kebijakan atau peraturan
yang telah ditetapkan, sehingga tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau
rencana.

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan
dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat serta menciptakan masyarakat yang adil dan
makmur, optimalisasi peran aparatur negara menjadi hal yang sangat penting.
Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, efisiensi pelayanan, serta
peran aparatur dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada
masyarakat. Selain itu, peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan
aparatur juga perlu diperhatikan, karena kedua aspek tersebut berperan besar dalam
mendukung pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja
untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan berkualitas.

Implementasi memiliki hubungan yang erat dengan disiplin karena
pelaksanaan kebijakan hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh sikap
patuh, tanggung jawab, dan kesadaran dari para pelaksana. Disiplin memiliki
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peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia
kerja. Disiplin dapat diartikan sebagai kesadaran dan kesediaan seseorang menaati
semua peraturan organisasi dan norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja yang
tumbuh dari kesadaran diri setiap pegawai berperan penting dalam menciptakan
ritme kerja yang teratur dan pelayanan yang optimal. Oleh sebab itu, setiap pegawai
perlu memiliki sikap disiplin sebagai dasar dalam menjalankan tugasnya

Disiplin bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga
mencerminkan sikap profesionalisme dan integritas aparatur dalam menjalankan
tugas pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai kedisiplinan waktu bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur secara tegas dalam Pasal 4 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang
menyatakan bahwa “PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”.
Oleh karena itu, setiap PNS dituntut untuk hadir tepat waktu dan mematuhi
peraturan terkait disiplin kerja. Hal ini penting karena selain adanya ketentuan yang
jelas mengenai kehadiran dan jam kerja, tingkat kedisiplinan pegawai turut
menentukan mutu serta produktivitas PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya.

Pentingnya disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang
menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan ini mengatur secara rinci
mengenai kewajiban, larangan, serta sanksi yang dikenakan kepada PNS yang
melanggar ketentuan disiplin. Tujuan dari regulasi ini adalah mewujudkan aparatur
negara yang profesional, berintegritas, dan berdaya guna dalam memberikan

pelayanan publik yang berkualitas (Badan Kepegawaian Negara, 2021).

UNIVERSITAS MEDAN AREA 2
Document Accepted 23/7/26

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meﬂacrcle%gel?rom (renository uma acid)23 /7 /76



Ilma Aptriyani Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ....

Meskipun peraturan tersebut telah berlaku pelaksanaannya di lapangan
tidak selalu berjalan sesuai harapan. Beberapa penelitian terkini menunjukkan
bahwa implementasi regulasi ini belum sepenuhnya sesuai harapan. Misalnya, studi
di Bapenda Lampung Utara menemukan bahwa kurangnya pemahaman ASN,
infrastruktur teknologi belum memadai, serta budaya kerja yang belum mendukung
menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PP 94/2021 (Pujiati & Dwiono, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kantor
Kelurahan Tapian Nauli II, ditemukan adanya indikasi permasalahan terkait
kedisiplinan pegawai dalam hal kehadiran dan pelayanan kepada masyarakat.
Selama proses pra-penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu satu minggu,
peneliti mendapati bahwa tidak seluruh pegawai berada di kantor pada jam kerja.
Bahkan pada dua hari awal observasi, tidak ada pegawai yang berasa ditempat
sehingga peneliti harus menunggu hingga seluruh pegawai hadir untuk dapat
melakukan wawancara.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang
sudah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai sejauh mana PP Nomor 94 Tahun 2021 benar-benar
dilaksanakan di tingkat kelurahan, khususnya di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II.
Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai implementasi PP Nomor 94
Tahun 2021 untuk mengetahui bagaimana penerapannya di lingkungan kerja
tersebut, kendala apa yang menyebabkan aturan ini belum berjalan maksimal, serta
dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian diatas, penting dilakukan penelitian mengenai

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
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Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan Tapian
nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara”. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana regulasi tersebut
dilaksanakan di tingkat kelurahan sekaligus memberikan kontribusi akademis bagi
pengembangan studi administrasi publik. Selain itu, temuan penelitian ini
diharapkan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah, sehingga dapat
memperbaiki mekanisme penegakan disiplin, meningkatkan kinerja PNS, dan
memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih tertib, akuntabel, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah
dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dapat ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tapian Nauli I1?
2. Apa faktor penghambat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 di kantor Kelurahan Tapian Nauli II ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk meneliti dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor
Kelurahan Tapian Nauli II.

2. Untuk meneliti faktor hambatan yang menyebabkan kurang berhasilnya
kebijakan Peraturan Pemerintah no 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II.
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1.4 Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat seperti berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sekaligus menjadi acuan
serta rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengenai Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

1.4.2 Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan
pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan disiplin serta kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian nauli,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi acuan bagi para Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perbaikan

dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
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BAB I1
LANDASAN TEORI
2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan suatu keputusan atau
peraturan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa
implementasi yang baik, kebijakan hanya akan menjadi aturan di atas kertas tanpa
memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipandang
sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan atau ketentuan normatif menjadi
tindakan konkret yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Secara etimologis, konsep implemetansi berasal dari bahasa Inggris yaitu to
implement. Menurut Webster dalam Wahab (2008:64) fto implement
(mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to
(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia
berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan
dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Implementasi menurut (Suharno, 2013:186) implementasi kebijakan publik
merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya,
yakni memberikan pelayanan publik (public services) kepada masyarakat.

George C. Edwards II1 (1980:9) dalam bukunya /mplementing Public Policy
mendefinisikan implementasi sebagai “the stage of policy making between the
establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom

it affects”. Definisi ini menekankan bahwa implementasi merupakan tahap krusial
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dalam proses kebijakan publik, yang menghubungkan antara penetapan suatu
kebijakan dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Artinya, implementasi
berperan sebagai jembatan yang memastikan agar kebijakan tidak berhenti pada
tataran konsep atau regulasi, tetapi benar-benar memberikan konsekuensi nyata
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak selalu berjalan
dengan lancar. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan tersebut. Untuk menjelaskan secara lebih jelas variabel
atau faktor-faktor yang berperan penting dalam proses implementasi kebijakan
publik serta mempermudah pemahaman, digunakanlah berbagai model
implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat
dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling terkait, yang dapat dijadikan alat
analisis sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Edwards dalam
Mulyadi (2016:13). Secara terperinci keempat faktor tersebut yaitu faktor (1)
komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, perasaan, atau pesan
dari satu pihak (pengirim) ke pihak lain (penerima) melalui suatu media tertentu
dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi tidak sekadar
menyampaikan informasi, tetapi menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan
praktik di lapangan. Tanpa komunikasi yang jelas dan konsisten, pelaksana
kebijakan mungkin salah memahami tujuan, prosedur, atau prioritas yang

ditetapkan, sehingga kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
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Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi,
konsistensi, dan kejelasan Edwards III dalam Widodo, (2010:97). Keputusan-
keputusan kebijakan harus ditransmisi atau diteruskan kepada pelaksana secara
akurat. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dapat dimengerti/dipahami
dengan cermat oleh para pelaksana. Petunjukpetunjuk pelaksanaan tidak hanya
harus diahami, melainkan juga harus jelas. Selain itu, petunjuk-petunjuk
pelaksanaan kebijakan harus konsisten.

1) Dimensi transmisi menekankan bahwa kebijakan publik harus disebarkan
bukan hanya kepada para pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok
sasaran serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

2) Dimensi kejelasan menekankan agar kebijakan yang disampaikan kepada
pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak terkait dipahami secara jelas.
Dengan begitu, semua pihak mengetahui maksud, tujuan, target, serta isi
kebijakan, sehingga mereka dapat mempersiapkan dan melaksanakan
langkah yang diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan
efisien.

3) Dimensi konsistensi penting agar kebijakan yang diambil tidak berubah-ubah
atau saling bertentangan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi
para pelaksana, kelompok sasaran, maupun pihak-pihak yang
berkepentingan.

Komunikasi yang efektif pelaksana kebijakan menjadi lebih memahami
tujuan peraturan, termotivasi untuk menjalankannya, dan dapat bekerja secara

konsisten sesuai prosedur. Ia juga menekankan bahwa ketidakjelasan instruksi atau
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kurangnya koordinasi komunikasi sering menjadi penyebab kegagalan
implementasi, sehingga evaluasi faktor komunikasi menjadi langkah awal yang

penting dalam menilai efektivitas kebijakan.

b. Sumber daya
Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Ketersediaan sumber daya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan
implementasi kebijakan publik. Sumber daya tidak hanya mencakup aspek
finansial, tetapi juga sumber daya manusia (SDM), sarana, dan infrastruktur
pendukung yang memungkinkan pelaksana menjalankan kebijakan sesuai tujuan
yang ditetapkan. Tanpa sumber daya yang memadai, bahkan peraturan yang jelas
dan pelaksana yang termotivasi dapat gagal diterapkan Edwards III dalam widodo
(2010:98).
Elemen- elemen sumber daya Edward III ini adalah:
1) Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan
keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Edward III
(1980:53) menegaskan bahwa staf adalah sumber daya terpenting dalam
proses pelaksanaan kebijakan. Karena itu, jumlah SDM harus memadai dan
mereka perlu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan
kebijakan tersebut.
2) Sumber Daya Anggaran
Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa keterbatasan

anggaran dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Selain
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membuat program tidak dapat berjalan secara optimal, minimnya dana juga
dapat menurunkan komitmen para pelaksana kebijakan.

3) Sumber Daya Peralatan
Edward III dalam Widodo (2010:102) menjelaskan bahwa sumber daya
peralatan adalah fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan,
seperti gedung, lahan, dan berbagai sarana pendukung. Semua fasilitas
tersebut berperan penting dalam memperlancar proses pelayanan selama
implementasi kebijakan.

4) Sumberdaya Kewenangan
Edward III dalam Widodo (2010:103) menjelaskan bahwa kecukupan
kewenangan sangat memengaruhi kemampuan sebuah lembaga dalam
melaksanakan kebijakan. Kewenangan diperlukan agar lembaga dapat
mengambil keputusan cepat ketika menghadapi masalah yang harus segera
ditangani. Karena itu, para pelaksana utama kebijakan harus diberikan
otoritas yang memadai untuk membuat keputusan sendiri sesuai bidang

kewenangannya.

c. Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010: 104) dapat dipahami
sebagai sikap, kemauan, dan kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam
menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan yang telah ditetapkan
dapat tercapai. Lebih lanjut, Edward III dalam Widodo (2010: 104-105)
menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien
tidak hanya ditentukan oleh pemahaman pelaksana terhadap apa yang harus

dilakukan serta kemampuan mereka dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga
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sangat bergantung pada adanya kemauan dan komitmen dari para pelaksana untuk
menjalankan kebijakan tersebut.

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus
memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya
tidak terjadi biasa. Disposisi pelaksana yang positif akan mendukung penerapan
kebijakan secara konsisten, sedangkan sikap negatif, ketidakpedulian, atau
resistensi dapat menimbulkan kegagalan implementasi meskipun peraturan dan
sumber daya tersedia.

Pemahaman disposisi pelaksana memungkinkan pembuat kebijakan untuk
merancang strategi yang tepat, misalnya melalui pelatihan, insentif, atau
mekanisme pengawasan yang memotivasi pegawai. Dengan demikian, faktor
disposisi pelaksana menjadi indikator penting untuk menilai tingkat keselarasan
antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan, serta untuk mengidentifikasi

intervensi yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi.

d. Struktur birokrasi

Menurut Edward I dalam Widodo (2010 : 106) menyatakan bahwa
“implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan
struktur birokrasi”.Faktor struktur birokrasi mengacu pada aturan, prosedur,
mekanisme koordinasi, dan hierarki organisasi yang memengaruhi kemampuan
pelaksana kebijakan untuk menjalankan peraturan secara efektif. Artinya,
keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada komunikasi, sumber daya,
dan disposisi pelaksana, tetapi juga pada apakah struktur organisasi mendukung

atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan.
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Presman dan Wildavsky (dalam Syaukani,Gaffar dan Rasyid, 2002 : 295),
merumuskan implementasi sebagai proses interaksi diantara perangkat tujuan dan
tindakan yang mampu untuk meraihnya, serta serangkaian aktifitas langsung yang
diarahkan untuk menjadikan program berjalan, dimana aktifitas tersebut mencakup:

1) Organisasi (Organization): mengatur atau menata kembali sumber daya, unit-
unit, serta prosedur kerja agar program dapat dijalankan dengan efektif.

2) Interpretasi (Interpretation): menerjemahkan program menjadi rencana dan
petunjuk yang tepat sehingga mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh
pihak terkait.

3) Penerapam (Application): pelaksanakan aturan-aturan rutin, seperti prosedur
pelayanan atau pembayaran, yang disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan
program.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang.
Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini
akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat
menghambat jalannya kebijakan karena pegawai kesulitan menindaklanjuti
kebijakan secara konsisten

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan publik, karena
pada tahap inilah sebuah kebijakan akan diuji keberhasilannya di lapangan. Sebaik
apa pun kebijakan yang dirumuskan, tanpa implementasi yang baik, maka tujuan
kebijakan tidak akan tercapai. Implementasi tidak hanya bergantung pada
perumusan kebijakan yang tepat, tetapi juga menuntut kesiapan dari berbagai faktor

yang memengaruhi pelaksanaannya.
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2.2 Urgensi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan keberhasilan
suatu kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan
memberikan manfaat nyata apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif
di lapangan. Pressman dan Wildavsky (1984:1-2) menegaskan bahwa kegagalan
kebijakan publik sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan perumusan
kebijakan, melainkan oleh persoalan yang muncul pada tahap implementasi.
Dengan demikian, implementasi menjadi faktor penentu yang menjembatani antara
keputusan kebijakan dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Edwards III (1980:9) menyatakan bahwa implementasi merupakan tahap
dalam proses kebijakan publik yang berada di antara penetapan kebijakan dan
dampak kebijakan bagi masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa
implementasi bukan sekadar proses administratif, melainkan fase krusial yang
menentukan apakah tujuan kebijakan dapat tercapai atau tidak. Ketidakefektifan
implementasi dapat menyebabkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas
pelaksanaan (policy gap), sehingga kebijakan tidak berjalan sebagaimana yang
diharapkan.

Lebih lanjut, Van Meter dan Van Horn (1975: 462) menekankan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel,
seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakteristik pelaksana,
serta struktur birokrasi. Sejalan dengan itu, Mazmanian dan Sabatier (1983:20)
menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang

melibatkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, dan lingkungan sosial. Oleh
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karena itu, implementasi kebijakan memiliki posisi yang sangat strategis dalam
memastikan tercapainya tujuan kebijakan publik secara efektif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai
tahap administratif semata, melainkan sebagai proses strategis dalam keseluruhan
siklus kebijakan publik. Sebaik apa pun kebijakan yang dirumuskan, tanpa
implementasi yang baik dan konsisten, tujuan kebijakan tidak akan tercapai secara

optimal.

2.4 Pengertian Pegawai Negeri Sipil
2.4.1 Definisi Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur negara yang
memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
kebijakan publik. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, PNS berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu
bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kedudukan tersebut menuntut PNS untuk
memiliki profesionalisme, integritas, serta kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai aparatur negara, PNS tidak hanya menjalankan fungsi administratif,
tetapi juga bertanggung jawab menjaga etika, moral, dan perilaku dalam
pelaksanaan tugas kedinasan. Permasalahan terkait rendahnya kedisiplinan,
pelanggaran kode etik, keterlambatan pelaksanaan tugas, serta kurangnya
kepatuhan terhadap aturan masih menjadi tantangan dalam birokrasi pemerintahan

di Indonesia (Badan Kepegawaian Negara, 2022); (Puspitaningtyas et al.,
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2022:70). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai PNS tidak
dapat dipisahkan dari aspek kedisiplinan dan profesionalisme aparatur.

Dasar hukum pembentukan PP No. 94 Tahun 2021 terletak pada Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang
menetapkan kerangka hukum pengelolaan PNS, termasuk hak, kewajiban, dan
disiplin pegawai (UU No. 5 Tahun 2014, Pasal 3 dan Pasal 4). Selain itu, peraturan
ini juga berpedoman pada ketentuan perundang-undangan lain terkait manajemen
ASN dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.4.2 Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Secara umum Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah individu yang diangkat
dan bekerja secara tetap dalam instansi pemerintahan untuk melaksanakan fungsi
administrasi dan pelayanan publik. PNS bertugas membantu pemerintah dalam
menyelenggarakan urusan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pengawasan kebijakan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN), PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat secara tetap oleh pejabat yang berwenang, dan ditempatkan dalam jabatan
pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik (UU
No. 5 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1) (JDIH BPK, 2014).

PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara
keseluruhan mencakup PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). Sebagai abdi negara, PNS memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh

peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas gaji, tunjangan, cuti, jaminan
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sosial, serta kewajiban menjaga disiplin, integritas, dan melaksanakan tugas dengan
penuh tanggung jawab ((JDIH BPK, 2014); (Pujiati & Dwiono, 2025:2203)

Setiap PNS ditempatkan pada unit kerja tertentu, yang bisa berupa kantor
pusat kementerian, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten/kota, atau unit
pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Unit kerja ini
mempengaruhi lingkungan kerja dan jalur karier pegawai, sehingga pemilihan unit
kerja menjadi bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia PNS.

PNS memiliki hak yang dijamin secara hukum, antara lain menerima gaji
dan tunjangan sesuai ketentuan, memperoleh cuti tahunan maupun cuti besar,
mendapatkan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan pensiun, serta
kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Di sisi lain, PNS juga memiliki kewajiban, seperti melaksanakan tugas
pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, mematuhi
peraturan perundang-undangan, serta mengembangkan kompetensi melalui
pendidikan dan pelatihan.

Pegawai Negeri Sipil menghadapi tantangan signifikan, termasuk tuntutan
reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan adaptasi terhadap
perkembangan teknologi informasi. Harapannya, PNS mampu menjadi agen
perubahan yang mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (BPK, 2024).

Disiplin PNS merupakan aspek penting yang diatur secara rinci dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Disiplin mencakup kepatuhan
terhadap tata tertib, kedisiplinan dalam melaksanakan tugas, serta sanksi yang

dikenakan bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian,
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pengaturan hak, kewajiban, disiplin, dan pengembangan kompetensi PNS menjadi
faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
berintegritas sehingga keberadaan mereka berkontribusi terhadap pemerintahan

yang bersih, efektif, dan efisien (Kemenkeu RI, 2025).

2.4.3 Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan sebagai unsur utama aparatur
negara yang bertugas melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dalam konteks implementasi kebijakan, PNS berperan sebagai
aktor pelaksana yang menjembatani antara ketentuan normatif kebijakan dan
praktik di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur, termasuk tingkat
disiplin dan kepatuhan PNS terhadap regulasi.

Untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas PNS dalam menjalankan
peran tersebut, pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur hak,
kewajiban, serta perilaku aparatur negara. Salah satu regulasi penting adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
yang dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan,
profesionalisme, dan akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugas kedinasan (BPK,
2024). Dasar hukum pengaturan ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 yang
mengatur prinsip pengelolaan ASN.

Keberadaan PP Nomor 94 Tahun 2021 menunjukkan bahwa disiplin PNS
dipandang sebagai faktor fundamental dalam menjamin efektivitas birokrasi dan
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kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai disiplin Pegawai
Negeri Sipil menjadi penting dan akan diuraikan secara lebih mendalam pada sub-

bab berikutnya.

2.5 Disiplin Pengawai Negeri Sipil
2.5.1 Definisi Disiplin Kerja

Disiplin kerja merupakkan aspek yang wajib diperhatikan oleh setiap kantor
atau instansi karena memiliki peran strategis dalam peningkatan kinerja pegawai
serta sebagai upaya pengendalian agar pegawai tidak melukakan kegiatan yang
tidak berkaitan dengan tugas selama jam kerja. Secara konseptual disiplin kerja
dipahami sebagai bagian dari prinsip manajemen yang menekankan pada perilaku
pegawai agar senantiasa bertindak secara tertib, terarah, dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Berbagai kajian akademik mengemukakan bahwa disiplin
kerja menggambarkan suatu kondisi yang mampu mendorong dan mengarahkan
individu unruk melaksanakan tugas dan aktivitas kerja berdasarkan aturan dan
norma yang telah ditetapkan.

Menurut Hasibuan dalam (Farida & Hartono, 2016:42), kedisiplinan adalah
kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan instansi dan
norma-norma sosial yang berlaku. Berdasarkan definisi ini, kedisiplinan merupakan
sikap sadar dan kemauan individu untuk secara sukarela mematuhi aturan serta
norma yang berlaku di lingkungan kerja maupun masyarakat, sehingga tercipta
keteraturan dan ketertiban bersama, termasuk dalam melaksanakan pekerjaan.
Selaras dengan itu, Soetrisno (2017:11) menyatakan bahwa disiplin kerja

mencerminkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan, prosedur, dan standar yang
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telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, dan
konsistensi dalam menjalankan tugas.

Disiplin kerja juga dipandang sebagai salah satu fungsi operasional
manajeman sumber daya menusia yang memiliki peranan penting dalam
mendukung pencapaikan prestasi kerja karyawan. Disiplin kerja berfungsi sebagai
sarana untuk menumbuhkan kesadaran pegawai dalam melaksanakan tuugas dan
tanggung jawab yang diemban, yang terbentyuk melalui proses berkelanjutan.
Kedisiplinan tercermin dari perilaku karyawan yang senantiasa hadir dan pulang
tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, serta menaati acluruh peraturan
organisasi dan norma sosial yang berlaku.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
disiplin kerja merupakan sikap sadar dan kesediaan individu untuk mematuhi
aturan, norma, dan ketentuan yang berlaku baik dilingkungan kerja maupun
masyarakat. Disiplin kerja berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan pegawai
agar melaksanakan tugas secara tertib, tepat waktu, dan bertanggung jawab,
sehingga tercipta keteraturan, ketertiban, serta meningkatkan kinerja.

2.5.2 Konsep Dyang isiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki kekhasan tersendiri meningkatkan
PNS berperan sebgaai aparatur negara yang tunduk kepada ketentuan hukum
publik. Kedisiplinan PNS tidak semata mata dipahami sebagai aspek administratif,
melainkan juga mencakup dimensi hukum serta etika penyelenggaraan pemerintah.
Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap ketentuan disiplin PNS dapat
menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administratif, bahkan berporensi

memengaruhi perjalanan karir serta kedudukan kepegawaiaannya
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Menurut Sedarmayanti (2018:43), tingkat kedisiplinan aparatur negara
mereflesikan mutu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government). Aparatur yang memiliki disiplin tinggi cenderung mampu
melaksanakan peraturan secara konsisten serta menyelenggarakan pelayanan
publik dengan kualitas yang optimal. Sebaliknya, lemahnya disiplin Pegawai
Negeri Sipil berpotensi menghambat kinerja birokrasi, menurunkan tingkat
kepercayaan masyrarakat, dan berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kebijakan
telah ditetapkan oleh pemerintah.

Konsep disiplin PNS juga berkaitan erat dengan asas profesionalisme,
akuntabilitas, dan netralitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin
PNS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem

manajemen ASN secara keseluruhan (Puspitaningtyas et al., 2022:69).

2.5.3 Dasar Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pengaturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki dasar hukum
yang kuat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Secara normatif, disiplin
PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, yang menegaskan bahwa setiap ASN wajib menaati kode etik dan kode
perilaku serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai peraturan pelaksana, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP ini menggantikan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dengan tujuan menyesuaikan
pengaturan disiplin PNS dengan dinamika reformasi birokrasi dan sistem

manajemen ASN yang lebih modern. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (2024),

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accegfgd 23/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meﬂacrcle%gel?rom (renository uma acid)23 /7 /76



Ilma Aptriyani Simatupang - Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ....

PP Nomor 94 Tahun 2021 dirancang untuk memperkuat penegakan disiplin melalui
pengaturan kewajiban, larangan, serta jenis dan mekanisme penjatuhan hukuman
disiplin yang lebih jelas dan terukur.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, disiplin PNS memiliki legitimasi
yang kuat sebagai instrumen pengendalian perilaku aparatur negara dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

2.5.4 Tujuan dan Fungsi Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan utama untuk menjamin
terselenggaranya tugas pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, efisien,
dan bertanggung jawab. PP Nomor 94 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pengaturan
disiplin PNS bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas
aparatur negara dalam menjalankan tugas kedinasan.

Secara fungsional, disiplin PNS berperan sebagai alat pembinaan dan
pengawasan aparatur. Menurut Mangkunegara (2020:130), disiplin kerja berfungsi
sebagai sarana untuk membentuk perilaku kerja yang tertib, konsisten, dan
berorientasi pada kinerja. Dalam konteks PNS, fungsi disiplin juga mencakup
pencegahan terjadinya penyimpangan wewenang, pelanggaran etika, serta tindakan
yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat .

Dengan demikian, disiplin PNS tidak semata-mata dimaksudkan sebagai
alat pemberian sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan agar PNS mampu

menjalankan perannya secara profesional dan berintegritas.

2.5.5 Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif PP Nomor 94 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur disiplin PNS secara

komprehensif, meliputi kewajiban, larangan, serta jenis hukuman disiplin. Dalam
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peraturan ini, disiplin diposisikan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada
setiap PNS sejak pengangkatan hingga pemberhentian. Kewajiban PNS mencakup
ketaatan terhadap jam kerja, pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta
menjaga etika dan integritas sebagai aparatur negara.

Implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 sepatutnya diwujudkan melalui
penerapan disiplin kerja PNS. Hal itu dilakukan melalui sosialisasi dan penjatuhan
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukuman disiplin yang
diterapkan mencakup tingkat ringan, sedang, dan berat, dengan jenis hukuman yang
bervariasi, mulai dari teguran hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS. Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh
pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dalam PP 94/2021 (Puspitaningtyas et al., 2022:69).

Penegakan disiplin kerja PNS tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi
juga pada implementasi yang efektif di tingkat instansi. Sebagai contoh, dalam
kasus pelanggaran disiplin seperti pernikahan tanpa izin, laporan dugaan
pelanggaran harus segera ditindaklanjuti oleh atasan ASN terkait. Proses
penanganan yang cepat dan tepat akan memastikan bahwa pelanggaran disiplin
dapat diselesaikan dengan baik, menjaga integritas dan profesionalisme PNS dalam
menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Selain itu, Puspitaningtyas dkk.
(2022:71) menyatakan bahwa kejelasan klasifikasi hukuman disiplin merupakan
langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan disiplin aparatur,
karena dapat meminimalkan subjektivitas dan inkonsistensi dalam penerapan

sanksi.
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Melalui pengaturan tersebut, PP Nomor 94 Tahun 2021 diharapkan mampu
memperkuat budaya disiplin di lingkungan birokrasi pemerintahan serta

mendukung terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas.

2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
2.6.1 Latar Belakang dan Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dibentuk sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kedisiplinan,
profesionalisme, dan akuntabilitas PNS dalam menjalankan tugas kedinasan (BPK,
2024). Permasalahan terkait kedisiplinan dan profesionalisme PNS masih menjadi
tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Rendahnya
kedisiplinan PNS, pelanggaran kode etik, keterlambatan pelaksanaan tugas, serta
kurangnya kepatuhan terhadap aturan merupakan beberapa contoh masalah yang
dapat mengganggu efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik ((Badan
Kepegawaian Negara, 2022); (Puspitaningtyas et al., 2022:70)). Selain itu,
perkembangan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme aparatur negara
menuntut adanya regulasi yang lebih rinci untuk mengatur perilaku dan tanggung
jawab PNS secara sistematis.

Dasar hukum pembentukan PP No. 94 Tahun 2021 terletak pada Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang
menetapkan kerangka hukum pengelolaan PNS, termasuk hak, kewajiban, dan
disiplin pegawai (UU No. 5 Tahun 2014, Pasal 3 dan Pasal 4). Selain itu, peraturan
ini juga berpedoman pada ketentuan perundang-undangan lain terkait manajemen
ASN dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
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Dengan adanya PP No. 94 Tahun 202 ini, diharapkan implementasi disiplin
PNS dapat dilakukan secara konsisten dan terukur di seluruh instansi pemerintah,

sehingga tercipta budaya kerja yang tertib dan profesional (Obudsman RI, 2022).

2.6.2 Tujuan dan Fungsi PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil

PP Nomor 94 Tahun 2021 memiliki tujuan utama untuk meningkatkan
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS), menegakkan profesionalisme dalam
menjalankan tugas, serta menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur negara
(Badan Kepegawaian Negara, 2022). Tujuan ini selaras dengan upaya pemerintah
untuk menciptakan birokrasi yang efektif, responsif, dan mampu memberikan
pelayanan publik yang berkualitas, sehingga PNS dapat menjalankan tanggung
jawabnya secara tertib dan sesuai standar etika kerja.

PP Nomor 94 Tahun 2021 memiliki fungsi operasional yang sangat penting
dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Peraturan ini memberikan
pedoman teknis bagi instansi pemerintah dalam mengatur perilaku PNS,
menetapkan prosedur penegakan disiplin, dan menentukan mekanisme sanksi bagi
pelanggaran disiplin (Puspitaningtyas, Sudrajat, & Hartini, 2022:71). Dengan
adanya pedoman ini, setiap pelanggaran disiplin dapat ditangani secara konsisten,
transparan, dan adil, sehingga tercipta kepastian hukum dan kejelasan hak dan
kewajiban bagi setiap PNS.

PP Nomor 94 Tahun 2021 juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja
dan budaya kerja PNS, karena disiplin menjadi salah satu indikator penting dalam
menilai efektivitas aparatur. Melalui pemantauan dan penegakan aturan yang

sistematis, pemerintah dapat menilai sejauh mana PNS menjalankan tugasnya
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secara profesional, mematuhi peraturan, dan mendukung pencapaian tujuan
organisasi secara keseluruhan (Obudsman RI, 2022). Dengan demikian, PP Nomor
94 Tahun 2021 tidak hanya mengatur aspek hukum dan prosedural, tetapi juga
mendorong pembentukan budaya kerja yang tertib, produktif, dan berorientasi pada

hasil.

2.6.3 Ruang Lingkup dan Subtansi

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 memiliki ruang lingkup yang
mencakup seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di semua instansi pemerintah, baik
pusat maupun daerah. PP ini menegaskan bahwa setiap PNS wajib mematuhi aturan
disiplin yang telah ditetapkan, sehingga menjadi pedoman bagi seluruh aparatur
negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib dan
profesional (Badan Kepegawaian Negara, 2022).

Substansi PP No. 94 Tahun 2021 mencakup kewajiban dan larangan bagi
PNS, jenis pelanggaran disiplin, serta kategori hukuman disiplin yang dapat
diberikan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Selain itu, PP ini juga mengatur
mekanisme pengaduan pelanggaran disiplin, prosedur penegakan sanksi, dan
koordinasi antarunit di instansi terkait, sehingga penerapan aturan disiplin
dilakukan secara konsisten dan terukur (Puspitaningtyas et al., 2022:71).

Dengan adanya ketentuan ini PP No. 94 Tahun 2021 berfungsi sebagai
pedoman teknis bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa disiplin kerja
PNS sesuai dengan tujuan regulasi. Peraturan ini juga membantu mengurangi
kesenjangan antara ketentuan formal dengan praktik di lapangan, sehingga setiap
pelanggaran dapat ditangani dengan tepat, dan budaya kerja yang profesional dapat

diterapkan secara menyeluruh (Obudsman RI, 2022).
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2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi panduan bagi
peneliti untuk melakukan penelitian serupa, sehingga dapat memperkuat teori yang
ada atau menghasilkan teori baru jika hasil penelitian sebelumnya tidak sejalan
dengan yang sedang diteliti saat ini. Teori yang dipakai akan terus diperbaharui dan
nantinya menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang tertarik meneliti masalah
yang sama. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat
digunakan sebagai referensi untuk menjadi pedoman kajian penelitian ini. Di bawah
ini adalah beberapa penelitian terdahulu dan jurnal yang relevan dengan penelitian

yang sedang dilakukan.
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Tabel 1 Penelitian Terdahulu
No. | Nama dan | Judul Metode dan Hasil Perbedaan
Tahun Teori
1. | Yohana Implementasi | Penelitian ini Hasil penelitian Perbedaan
Wika Cristy | Peraturan menggunakan menunjukkan pada lokasi
Simatupang, | Pemerintah pendekatan bahwa penelitian.
(2024) Nomor 94 kualitatif implementasi

Tahun 2021 dengan metode | kebijakan telah

Tentang deskriptif, yaitu | berjalan cukup

Disiplin penelitian yang | baik, didukung

Pegawai berupaya oleh komunikasi

Negeri Sipil | menggambarkan | yang efektif dan

di Kantor sebuah struktur birokrasi

Camat fenomena yang jelas.

Pandan. secara apa Namun, masih
adanya sesuai terdapat kendala
kondisi di pada aspek sumber
lapangan. Teori | daya dan disposisi
yang digunakan | pegawai, terutama
adalah teori rendahnya
implementasi pemahaman
kebijakan terhadap substansi
Edward Il yang | peraturan dan
mencakup ketidakkonsistenan
empat indikator | dalam
utama, yaitu penerapannya. Hal
komunikasi, tersebut tercermin
sumber daya, dari masih
disposisi ditemukannya
pelaksana, dan | pelanggaran
struktur disiplin, seperti
birokrasi. keterlambatan, izin

tanpa alasan yang
jelas, dan
ketidakhadiran
tanpa keterangan.
Oleh karena itu,
meskipun
implementasi
peraturan dinilai
cukup efektif,
upaya pembinaan,
pengawasan, dan
penguatan
kesadaran disiplin
pegawai perlu
terus ditingkatkan.
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No Nama dan Judul Metode dan Hasil Perbedaan
Tahun Teori

2 | Luthfi Implementasi | Metode Berdasarkan hasil Perbedaan
Gama Peraturan Penelitian riset, Pemerintah pada lokasi
Albarik, dkk | Pemerintah kualitatif dengan | Provinsi Lampung penelitian

Nomor 94 pengumpulan sudah menetapkan penelitian
2024 Tentang | data melalui disiplin sesuai dan obyek
Disiplin wawancara, dengan peraturan penelitian
Pegawai dokumentasi, dan | yang berlaku yakni
Negeri Sipil observasi. Teori Peraturan

yang digunakan Pemerintah Nomor

Leteiner 94 Tahun 2021

Levine(2000) Tentang Disiplin

Tentang Disiplin | Pegawai Negeri

kerja Sipil

3 | Sri Nur | Penerapan Metodologi Hasil penelitian: Perbedaan
Wahyuning Peraturan penelitian: Penerapan disiplin pada
sih, 2003 Pemerintah Yuridis Empiris; Aparatur penelitian

No.94 Tahun Spesifikasi Sipil Negara pada

2021 Tentang | penelitian: berdasarkan perbedaan
Disiplin Diskriptif Peraturan lokasi dan
Aparatur Sipil | Analitis; Metode | Pemerintah Nomor | obyek
NegaraPada penentuan 94 Tahun 2021 penelitian.
Balai sample: tentang disiplin

Prasarana Purposive Pegawai Negeri

Permukiman Sample; Teknik Sipil di Balai

Wilayah Jawa | pengumpulan Prasarana

Tengah data: Observasi, Permukiman

Kementerian Wawancara Wilayah Jawa

Pekerjaan Kuisioner Dan Tengah telah

Umum Daftar dilaksanakan sejak

dan Pustaka;Analisis | pelaksanaan

Perumahan data: Kualitatif peraturan tersebut

Rakyat Induktif. diberlakukan.

4 | Jihan Nabila | Pelanggaran Peneliti Hasil penelitian Perbedaan
Romadhona, | Sanksi mengunakan tersebut penelitian
(2022) Administrasi metodeyudiris menunjukan tersebut

Dalam empiris, pertama bahwa berfokus
Pelanggaran yaitu mempelajari | proses pelaksana pada sanksi
Ketentuan peraturan saksi yang administrasi
Jam Kerja pemerintah yang | dijatuhkan kepada dalam
Pegawai berlaku berkenan | pegawai Negeri pelanggaran
Negeri Sipil dengan Sipil yang ketentuan
Berdasarkan kepegawaian dan | melakukan kerja
Peraturan melihat pelanggaran disiplin | Pegawai
Pemerintah prakteknya ketentuan jam kerja | Negeri Sipil.
Nomor 94 dilapangan tersebut yang
Tahun 2021 bersangkutan
Tentang memenuhi
Disiplin PNS panggilan tersebut
di BPKP berdasarkan yang
Jambi diatur dalam

Peraturan

Pemerintah nomor

94 tahun 2021.
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No | Nama dan Judul Metode dan Hasil Perbedaan
Tahun Teori
5 Nurwahidah | IImpelementasi | Penelitian kali ini Hasil yang dapat Perbedaan
Armelia, dkk | Peraturan mengunakan penelitian terdapat
Pemerintah pendekatan dan disimpulkan pada | pada lokasi
Nomor 94 menggunakan indikator dan objek
Tahun penelitian komunikasi penelitian.
2021Tentang deskriptif, yakni penelitian
Disiplin jenis penelitian menangkap bahwa
Pegawai Yang berupaya telah ada
Negeri Sipil menggambarkan komunikasi
Kota fenomena/kejadi yang baik antara
Palembang an dengan apa pihak badan
(Studi Pada adanya. Teori kepegawaian dan
Badan yang diguankaan pengembangan
Kepegawaian mengunakan teori | sumber daya
dan Edward III manusia kepada
Pengemban dengan beberapa organiasi
gan Sumber indikator yaitu perangkat daearah
Daya Manusia | Komunikasi, yang terkait.
(BKPSDM) Sumber Daya,
Kota Disposisi,
Palembang). Struktur
Organisasi.
2.6 Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran sebagaimana dikutip dalam (Sugiyono, 2015:117)
kerangka pemikiran bisa diartikan sebagai sebuah model konsep yang
menghubungkan teori yang diterapkan dengan faktor-faktor penyebab yang telah
dikenali sebagai suatu isu. Dari keterangan tentang kerangka pemikiran, dapat
disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu pola pemikiran tentang
hubungan antara variabel atau masalah dengan suatu kejadian yang menjadi
hipotesis dalam penelitian.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini mengatur
kewajiban, larangan, dan sanksi bagi PNS guna mewujudkan aparatur yang

profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab. Salah satu kewajiban utama

yang diatur adalah kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
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Berdasarkan hasil observasi awal di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II,
ditemukan indikasi bahwa kketerlambantan pegawai pada jam kerja. Pada beberapa
kesempatan, masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi harus
menunggu karena pegawai belum berada di tempat yang menunjukkan bahwa
pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya ketidaksesuaian antara ketentuan disiplin yang diatur dalam PP Nomor 94
Tahun 2021 dengan praktik pelaksanaannya di tingkat kelurahan.

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori
implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Teori ini menyatakan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut
digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan disiplin PNS
telah dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II.

Melalui analisis terhadap aspek komunikasi, penelitian ini melihat
bagaimana penyampaian informasi mengenai PP Nomor 94 Tahun 2021 kepada
pegawai kelurahan. Pada aspek sumber daya, penelitian ini menilai ketersediaan
dan kecukupan pegawai dalam mendukung pelaksanaan disiplin. Pada aspek
disposisi, penelitian ini mengkaji sikap dan komitmen pegawai dalam menaati
aturan disiplin. Sedangkan pada aspek struktur birokrasi, penelitian ini menelaah
apakah mekanisme kerja dan prosedur yang ada telah mendukung pelaksanaan

disiplin secara efektif.
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Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II, Kecamatan
Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

\4

Kewajiban :
- Masuk Kerja
- Menaati Jam Kerja

A\ 4

Fenomena di Kelurahan Tapian Nauli II :

Keterlambantan pegawai pada jam kerja

Pelayanan Masyarakat belum optimal

v

C. Edwards IIl,yaitu :

Sumberdaya (Pegawai)
Disposisi (Sikap)

b=

prosedur)

Teori Impelementasi Menurut George

Komunikasi (Penyampaian aturan)

Struktur Birokrasi (Aturan,

l

Faktor Pendukung dan Penghambat
dalam menjalankan Implementasi

v

Meningkatnya disiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Kantor

Kelurahan Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli

Tengah, Sumatera Utara.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses yang panjang dan sistematis. Tujuan
penelitian adalah membantu seseorang dalam memahami suatu fenomena tertentu,
yang kemudian dapat berkembang menjadi ide, teori, maupun konsep. Metode
penelitian dalam hal ini berperan penting untuk memberikan jawaban atas
permasalahan yang dikaji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian
diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan atau penyelidikan. Kata penyelidikan
sendiri dimaknai sebagai kegiatan memeriksa, mengusut dengan seksama, serta

menelaah atau mempelajari suatu hal secara mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Menurut Sugiyono (2011: 56) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan
instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatifadalah penelitian ini
berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan
berakhir dengan sebuah teori. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan
informasi kualitatif sehinggah lebih menekankan kepada masalah proses dan makna

dengan cara mendeskripsikan suatu masalah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada kantor lurah di lingkungan II, Kecamatan

Tapian Nauli I, kabupaten tapanuli tengah, Sumatera Utara. 22618
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3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2. Waktu Penelitian

No. Uraian

kegiatan

1 Penyusunan Proposal

Seminar Proposal

Perbaikan Proposal

Pelaksanaan Penelitian

Seminar Hasil

Revisi Skripsi

N N | B W

Sidang Meja Hijau

3.3 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut :
a. Obsevasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang paling mendasar, di
mana pengamat secara langsung meninjau, mengawasi, dan meneliti suatu
fenomena untuk mendapatkan data yang objektif dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Menurut Sugiyono (2015:120), pengumpulan data dengan mengamati
secara langsung objek yang akan diteliti. Pengamatan langsung dilakukan
dengan menggunakan mata tanpa bantuan alat standar lain untuk keperluan
pengamatan tersebut. Observasi dilakukan di Kantor lurah di lingkungan II,
Kecamatan Tapian Nauli II, kabupaten tapanuli tengah, Sumatera Utara.

b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan terstruktur atau tidak terstruktur antara

pewawancara dan narasumber untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan
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informasi, data penelitian, atau menilai kandidat kerja. Proses ini melibatkan
tanya jawab lisan untuk menggali informasi dari seseorang mengenai suatu
topik atau situasi.

Menurut Moleong (2016:186) wawancara adalah tatap muka
Interpersonal di mana satu orang (pewawancara) mengajukan beberapa
pertanyaan dari orang yang diwawancarai untuk mendapatkan jawaban atas
masalah penelitian. Sehingga penulis menentukan pedoman wawancara berupa
daftar pertanyaan guna memperoleh data.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumen merupakan catatan perstiwa
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar atau memomental dari
sesorang, laporan atau catatan yang penting. Dokumen dapat dijadikan sebagai

alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:132) informan penelitian sebagai "orang yang
memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan bersedia untuk memberikan
informasi tersebut". Informan penelitian dapat berperan penting dalam penelitian
kualitatif, karena mereka dapat memberikan informasi yang mendalam dan

kontekstual tentang fenomena yang sedang diteliti.

Menurut Moleong (2015:163) “Informan kunci atau informan penelitian
adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan
kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui

permasalhan yang akan di teliti. Berikut informan atau narasumber yang diperlukan
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untuk penelitian yang akan dilakukan di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II,

Kecamatan Tapian nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

1) Informan kunci
Informan kunci merupakan individu yang mampu memberikan informasi secara
komprehensif mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta
memiliki pemahaman yang menyeluruh terkait informan utama. Pemilihan
informan kunci dilakukan berdasarkan keterlibatannya dalam unit analisis yang
menjadi objek penelitian dan Bapak Parulian Salamat, S.AP menjadi informan
kunci selaku Lurah di kelurahan Tapian Nauli II.

2) Informan utama
Informan utama adalah individu yang terlibat secara langsung dalam proses
interaksi sosial yang menjadi objek penelitian. Informan utama mampu
memberikan penjelasan terkait topik penelitian, baik dari aspek teknis maupun
informasi mendetail mengenai permasalahan yang dikaji. Informaan utama bagi
penelitian saya adalah Bapak Lindung Simanjuntak S.E sebagai Kepala Seksi
Pemerintahan, Ibu Tiurmawati Pandiangan sebagai kepala seksi pembangunan
dan kesejahteraan.

3) Informan tambahan
Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi
walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan
tambahan terdiri dari masyarakat yang sering menerima layanan di Kantor
Kelurahan Tapian Nauli II. Informan tambahan pada penelitian ini adalah
Kepala Lingkungan II Bapak Poltak Simatupang dan Bapak Sabikun

Hutagalung selaku masyarakat Tapian Nauli II.
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Tabel 3. Informan Penelitian

No. | Kategori Struktural | Nama Informan Alasan
Informan Pemilian/Peran
dalam Penelitian

1 Informan Lurah Parulian Salamat, | Dipilih sebagai
Kunci Kelurahan S.AP informan kunci karena
Tapian Nauli memiliki kewenangan

II tertinggi dalam

struktur organisasi

kelurahan serta

bertanggung  jawab

atas pembinaan,

pengawasan, dan

penegakan disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Sebagai pimpinan,
informan memahami
secara  menyeluruh
proses implementasi
kebijakan disiplin,
termasuk mekanisme
pengawasan,

pemberian  teguran,
serta kendala yang

dihadapi dalam
penerapannya.
2 Informan Kepala Seksi | 1.Lindung Dipilih sebagai
Utama Pemerintahan | Simanjuntak, S.E | informan utama
karena terlibat
langsung dalam
pelaksanaan tugas
pemerintahan dan
administrasi

pelayanan publik.
Informan ini memiliki
pemahaman teknis
mengenai penerapan
disiplin kerja sehari-
hari, termasuk
kepatuhan  terhadap
jam kerja dan
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tanggung jawab
pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi
Pembangunan
dan

Kesejahteraan

2. Tiurmawati
Pandiangan

Berperan dalam
kegiatan  pelayanan
dan administrasi
pembangunan
sehingga mengetahui
praktik  kedisiplinan
pegawai dalam
pelaksanaan tugas.

3 Informan
Tambahan

Kepala
Lingkungan
I

1.Poltak
Simatupang

Berperan memberikan
informasi mengenai
dampak kedisiplinan
pegawai terhadap
pelayanan kepada
masyarakat di tingkat
lingkungan, serta
menjelaskan interaksi
antara pegawai
kelurahan dan
masyarakat dalam
praktik sehari-hari.

Masyarakat

2.Sabikun
Hutagalung

Sebagai penerima
layanan yang dapat
memberikan informasi
mengenai kualitas
pelayanan dan dampak
kedisiplinan pegawai
di Kantor Kelurahan
Tapian Nauli II.

Sumber : Data Olahan Penulis, 2026

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles et al.(2014:16) mengemukan bahwa dalam melakukan analisis

data meliputi tiga tahapan penting yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan.
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a. Reduksi data
Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mengkategorikan
data hasil wawancara melalui proses pengecekan terhadap data yang relevan dan
yang tidak relevan. Data yang dianggap penting kemudian disajikan dalam bentuk

tabel agar lebih mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya.

b. Penyajian data
Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dalam proses analisis data, di
mana peneliti menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan dalam
melakukan penarikan kesimpulan maupun pengambilan keputusan. Pada tahap ini,
data yang telah direduksi disajikan kembali dalam bentuk yang lebih terstruktur.
Data tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tabel, diagram, maupun uraian naratif
sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, serta dianalisis untuk kemudian ditarik

simpulan.

c. Penarikan kesimpulan
Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah
diperoleh selama proses penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan
untuk menemukan serta memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan,
maupun hubungan sebab akibat dari data yang ada. Dengan demikian, kesimpulan
yang dihasilkan bukan hanya sekadar ringkasan, tetapi juga memberikan

pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan penelitian.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat dikemukakan

kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II yang telah
dilaksanakan pada aspek komunikasi, dan struktur birokrasi. Sedangkan,
aspek sumber daya dan disposisi yang belum berjalan secara optimal.

2. Faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 di Kantor Kelurahan Tapian Nauli II terutama terletak pada
keterbatasan sumber daya dan disposisi aparatur. Keterbatasan sumber daya
manusia menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi dan berdampak pada
efektivitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu,
kondisi sarana dan prasarana yang belum optimal turut memengaruhi
kenyamanan kerja dan kualitas pelayanan publik. Tingkat konsistensi dan
kesadaran sebagian pegawai dalam menerapkan disiplin kerja masih perlu
ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif,
konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas

pelayanan publik.
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5.2 S